- ton, especially thatof low-ie

. UN Convention

on e elimination of il ims of discrimination againis women (CEDAW) and Labour Law

- No. 13/2003 stated that there should be equaliyof merand women in the fieid of employment in order.

- loensure, the same rights, in particula; i1 right fo equal remuneration in réspect of work of equal
. value, socia] securlty, protection o healinand to safely ip working conditions. However thers wasno.
- .account yet of its implementation, particulary among female workers in the formal secior In Jokarta,

Most of the female (789%) workers i Jakarta work in the formal secior: THis article expiains thair condi-

health condliion, and their burden of carrying household chores.

. soclal security,

, wage inequaly

‘Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa tdak boleh ada diskriminasi
-antara pekerja laki-laki dan perempuan, dalam aril upahi harus sama pada pekerjaan yang sama, jaminan
kesejahteraan sosial yang sama, dan tempat kerja yang memadai, Namun demikian peraturan yang

bagus ini apakah memang benar-benar sudah dilaksanakan pada kenyataannya, khususnya dalam hal ini

‘pada pekerja perempuan di sektor formai di Jakarta? Sebagian besar pekerja di Jakarta, baik pekerja
Jlaki-laki (72,3%) maupun pekerja perempuan (76%) bekeria di-sektor formal. Uniuk ity tulisan ini
menelusuri bagaimana kondisi pekerja perempuan terutama kelas bawah yang bekerja di sekior formal
-di Jakarta, Kondisi pekerja perempuan dalam hal ini adalah kondis] tempat kerjanya, fasilitasnya (jamsostek,
K3), keadilan pengupahannya, sampai kondist fisik dan pekerjaan rumah tangga yang dibebankan pada
IVRERE AL o i = _ et

Kata Kunci: kondisi kerja perempuan, ketidakadilan upah,

1 PENDAHULUAN L negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
Setiap warga negara, baik laki-laki vang layak bagi kemanusizan. Selain mempunyai

maus‘mn BATAID

Konvensi PBB mengenai Pengh pi’.iééﬁzﬁ’sé'gfa:léB}a’r’_i%@ék_Eﬁiékt‘smih_as? Terhadap Perempuan, maupun Undang-

e feale workers, I teims of Eeir working condition, remunerstion,

AL-LRSMOURY R ZE e E_(';fu;:gi etk zmjm, ;.sz:%wajcx iaki-takl
békeija, Hal ini teriuang dalam Pasal 27 (1) UUD dar peré_mpuan iuga mempunyai hak upah vang
45 yang menyatakan bahwa' tiap-tiap warga sama dalam pekerjaan yang sama nilainya. Hal
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sosaai yang saﬁa, danftempat kesja

_ 'memadas Undang Undang&.i\éo 13Tahun 2@03;' : :
"tentang Ketenagakemaan menyatakan bahwa_'_; o

laki-iaid, jurniah pekei‘ja perernpua lebih sedikit
'dlbandmg dengan pekerja !akt laki. Angkatan
.kerja laki- laki bergumlah 2. 745 387 dan yang

bekerja 87,21%, sedangkan angkatan karja _

perempuan berjurniah 1.376, 434 dan 82 53% nya

_'be!«:erja 3 “Menurut Pasal 1 Undang Undang Ri =
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakexgaan,'

yang dim_aksuci_ dengan pekerja/buruh adalah
setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam
hal ini yang dibahas adaiah pekema yang
mempursyas hubungan kerja khususnya di spktcr
formal. “Hubungan kezja =e§<i:or formal adalah

' orang persesrangan, keluarga, atau’ b@i}aaapa

' ':oraﬂg_daﬂ:ttdak berbadan hukum,
: Bum!ah sefuruh pekerja di kota Jarcari:a__:i
pada awai ‘&:ahm 2006 adaiah 3 531 799 eran”"' '

' p?e'ke:ﬁa,

".'_'Penduduk' iaki Eak! usia ker;a _berjumlah;_ -
13,265,094, seciangkmn pendudukpemm anusia .
kerja barjz,mlah 3.306.640° orang. Namun'_" :
kenyataannya wa]aupun jumiah penduduk_
perempuan usia kerja Iebﬁ banyak drbandlngkan__

_g___ manga xdung adany
pekerjaan, upah, t:ian paarmtah E{elangsungan
Kior i lm dapai: dikatakan !gblh_ staba

dibandmgka_h d@ngam pekefgaan di sektor. infor=
ng-bzasaﬂya mempakan kegzataﬂ e_

.tersebut adaiah ga@ﬁ(arja laki- laica, iian hanya_'_:”' '

ker_’;a permmpuan Sebaguan basar'-_}:}f
§3a|k pelerja laki-faki (72, 3%) maupun -
' rempuan (76%)- bakeﬂa ell sefm s

wroimakt "i’“ngganya perseniase peker;ga mrmai im:: '_

ngkinan adalah karena pekerjaan formal

- peluangnya banyak, pekerjaan dan pes'ighasﬂan?-_
'_nya “cetap, serta ada berbagal tunjangan __
- :kesejahteraan lzinnva. Sedangkan pe!{erga m«-_

ualmai,' pekerjaannya tidak tetap dan pengw
has;iannya juga tidak tetap, Menurut kiteria BPS

; pambedaan antara pekerjaan formal dan infor-
- mai dtami:}ll dari kembinasi antara jenis pes(er;aan

utama dan status pekerjaannya (sepertl terllhat

:daiam tabel berikut). Yang tarmasuk pekef}a for~

mal adalah meraka vang bekerja dengaﬂ ]EEHIS—
jenis pekerjaan utama sebagal tenaga pm'fes~
ssonai tenaga kepemimpinan, pejabat peiaksana

o dan tata _usaha (kecuali pekerja yang &k dlbayar)

Selain itu juga mereka yang bekerja sebagai
tenaga penjualan, fenaga usaha jasa, tenaga
pro«duks: tanaga ape!asma;, pekerja kasar yang

buaale el ﬂ;m s 11—3
TILILAE :&ﬁuiliui}u yun:gu a_}v.« 1 s wnu g

dan pekeria herdasarkan pavjanjian kerja, balk
untulowakiu tertentu maupun untuik wakiu dak

oioris .n ; LaENRN, F%i“}%“

membul a Lisa%‘m deﬂgarz bantuan buruh tetap,
membuka usaha dengan bantuan buruh tidak
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L 'tatap, serta_Lenaga.-usaha g:eertaman cia"-i“-

"alam peker]aan farmai setgap pekema.;f._'._

Jenis pakerjaan | o '-Status_'pekerjaan
S o oy R T

] CINE
LR INF
mF W | OINF

o INF | UINES
CINFL CINF| N
INF INF | INF
INF . INF | INF.
INF INF | OINF
INF INF | INF.

| |g

CFE R
T
£

INF
INF
wE U INF
INF F
CINF INF

TR [Tl i
S B B e BB B

| T @

-uHIh%mcnﬁb?

ﬁﬁﬁﬁﬁvmﬁ%ﬁ
=
“T1
=
il

1| =7 | T

Sumber Keadaan Angkatan Keqa i:n Indonesna Jakarta BPS 2805

'%{ete?angaw '

1, usaha sendiri 2. 'uqaha demgan bantuan buruh tsdak tetap 3 usaha dengan bantuan buruh tetap 4.

buruh/kam/pekeqa dibayar 5. pekerja bebas dipertanian 6. pekarja bebas di non pertanian 7. pekeria
tidak dibayar,

A, Tenaga professional B. Tenaga kepemimpinan C. Pejabat Pelaksana dan tata usaha D. Tenaga
penjualan E. Tenaga usaha jasa F Tenaga usaha pertanian G, Tenaga produksi H. Tenaga operasional

[ e N R T

F= Formal INF= Informal
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R = gram Jarninan Sosial Tenag eria (Jamsostek

borongan' ' at__a _tenaga kerga .koni:rak daiam

ity harus benar-benar digunakan Lmi:uk ke~
maslahatan pekerja Misainya pada tahun 2004,
Jamsostek mengafaml surplus sekitar satu trti:un

rupia .-_-_Aﬂton Sup:t Ketua Ascsxasa Pengusaha

Indonesza (Apindo) manyatakan : :
pemarm;ah dalani hal ini harus memper~
hattkan kepenttngan pubisk Pengusaha dan buruh

iaamya 3uga sepakat, pezwggunaan keuntungan_ -}
jammaﬂ sos;al te“iaga Pema (Jamsestek)__ I
sebalknya uniuk kepem:mgan buruh dan p@-. -
ngusaha Janganiah pemenﬂtah mengamb:l_

Komponen penge[uaran besar buruh adalah
penginapan dan transporiasi, Dana itu bisa
dikembalikan ke buruh uniuk membangun
perumanan buruh yang tersebar di sekitar senira
industr, Artinya, buruh tidak mengeluarkan biaya
transporiasi sehingga buruh bisa hidup lebih
layalk.’

BagE perusahaan hesar (dengan 100

mengandung potens n@rbahaya, waiib mengikuti
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

rimaan ﬁenghasﬂan keiuarga sebagai penggant{'_ﬁ' s
sebagtan atau setumh penghas:ian yang hllaﬂg '
Di plhak iam pengeioiaan Jamsos‘cek Ini meng-_: e
 hasilkan keuntungan sangat besar. Oieh karena_

e _:._(KB) f_;:Ketentuan ini terdapat dalam, peraturan,' L

_ _:'_:kemaf'diwalgnbkan menerapkan Sistem Mana? o
jemen Keselamatan dan Kesehatan Keija (K3)
_Eeke_rjaan__yang berpotensi bahaya adalah

pekerjaan yang ditimbulkan oleh karakteristik
proses bahan produksi yang dapat meng-.

_akibatkfan kecelakaan kerja, pencemaran dan

penyakst akihat kerja. _
Meruguk pada uraian di atas, artikel ini.

! akén membahas tentang bagaimana kenyataan~ -
.nya kcmchsn tenaga kerja formal perempuan di - -

Jakarta? Pembahasan akan meliputi kondls: -

. -.;tempai: %qerja, penaupahan, faminan sosial dan
r }am;naﬂ kes-ﬂhatzan serta keselamaten kerja (KB)

| n eEMBAHASAN

Pasal Pasal yang mengatur perihal
ketenagakesgaan di Indonesia sudah banyak,
termasuk aturan rengenai jaminan keselamatan
kerja, dan Jaminan Sosial. Ada peraturan bagi
pengusaha untuk memperlakukan pekerja
perempuan dan laki-laki secara sama, termasuk
upah yang sama dalam nilai pekerizan yang sama
dan jaminan kesejahieraan sosial yang sama.
Selain per!akuan yang sama, p@rusahaaﬂ wajib

keadilan bagi perempuan sssuai dengan
kodratnva uniulk melahirkan. Oleh karena itu,
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B "dafam hal Eﬂt pekerja perempuan (ke!as bawah)_- -

- ;dl Jakarta

' yang !ayak bagz kemanu_ aan Namun akan
* berbeda halnya kalau kita perhatlkan asal 31
' 'ayat (3 }dan Pasa! 34 ayat( 2 Undar’g;Ubdang
Parkawman no 1 sahun 1974, Pasal- pasai

tersebut masing-masing m@netapkan peran yang '

berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam
ke!uarga Suami mempunyai peran sebagal
kepala keluarga, sebagaimana tercantum dalam
Pasal 31 ayat (3). Hal ini mengandung p@ngeman
bahwa suami sebagai kepala keluarga memlmpm
anggota keluarganya, dan isteri sebagai orang
yang dipimpin, menjadi subordinasi suami.
Karena menjadi subordinasi suami maka dalam
hal melakukan aktivitas di luar rumah biasanya
hiarus seizin suami, “Hal ini termasuk keglatan
untik hekeria F’)ah;x]nju{}a ﬁhm—;h rii;ﬁ*sa_r’_r!_:al:;?{-\

AL K@ﬁdasa ”é‘es'aaga E{er}a Pemmpuan e
i 1ciak. ada satu aturanpun yang mami:}atasz ' :
hak seseorang untuk be&er}a, termasuk hakfz-.- A
‘perempuan,  Bahkan dalam Pasal 27- ayat (1)} =
UUD. 45 menyatakan bahwa tap-tiap. warga®
'negara berhak atas pekeaaan dan penghsdupan' :

gi kaum perempuan, i:ermasuk :ster

S - 'idup _erumah:tangga sesuat dengan ke_ R
: ___'-_'mampuanﬂya (Pasal 34 aya%:(i) Cuama member; |
jsega a keper!uan h[dup keiuarga karena}” .
'_"_-'masyarakai: memben peran kepada suamif--_

s-ﬂbagac nencari- nafkah uniuk ketuarga

Sedangkan pearan dster- bukan pﬁncan"”-_'
' ;naﬂ{ah tetapt sabagaz 1bu rumah Langga Peran'_' _
ista ".sebaga: by rumah ‘tangga mengandung o
'_';ipengertian lster; mempunya; kewajiban meng-
__-_'atur rumah tangga sebakabaxknya, Pasal 34 ayat’ :
'(2) Dengan demzk;an peran utama 1stera yang_"
_ f:_resml d;aku: baik oleh negara maupun oiehf‘-
._.masyarakat adalah mengurus ‘rumah taﬂgga'
' ~Starm pun. menyandarkan pengumsan anak da;ﬁ
rumah tangga padaisterinya. Hal inisecara ttdak
langsung telah membuka peluang adanya
pembatas'an hak bagi perempuan untuk beke’rjé_'
di-luar rumah Sering terjadi suami melarang'
isterinya un‘cuk bekerja di luar rumah karena :s:en'

dnanggap bertanggung jawab mengurus anak cia_n
rumah tangga. Dalam hal suami tidak melarang
ister bekerja, apabila isterf mau bekerfa, maka

mereka akan berpikir-pikir dahulu untuk bekerja

diluar rumah karena tanggung jawab mengurus
anak dan rumah tangga dibebankan kepadanya.

Apalah ia (isterl) mampu membagi wakiy untuk

h@%{omﬂa ri: hx:w' AL ?n 23 ) 129

apat engada%:an perganjlan untu( melakukan |

Pasal 1601 f KiJHPer tentang pefj_aﬁjian uh‘cgk_
melakukan pekerjaan dimana ditentukan bahwa

rumah i:arigga, mengingat mereka (kelas bawah)
pada umumnya tidak mampu mempunyai
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_ _-_'pemb_a_iht'g_.ifumaﬁ’;cax}?gga. o S

rumah i:angga Dr sai:u Sisi g}erempuan Jt.;ga berhak*.
untuk beka;ja, namun dr sisi !am karena me!ekat:
pada d:rmya kewayban untuk men uris rumah.

tangga meiayam suams ai'au anggciia ke!uarga’

yang Iam dan merawat anak mengakabatkan- :

beban ker}a beal&bihan daﬁ Jam kerja kaum
perempuan menjadi sangat panjang Hal ini
terutama dialami oleh kaum perempuan dengan
tingkat-ekonomi rendah.

. -Beban ketja vang berlebihan pada pal erja
perempuan tingkat ekonomi rendah (kelas
bawah), juga terlihat pada penelitian Wi[ud}'eng
et.al di DKI Jakarta. Pada penelitianini terlihat
bahwa semua perempuan yang bekeria mencari
nafkah, tetap harus mengurus rumah fangga.
Dengan demikian mereka harus pandai-pandai
mengatur waktunya antara bek@qa mencari
nafkah mengurus anak dan mengurus rumah
tangga. _Pe_:kexjaan mengurus rumah angoayang
biasa mereka lakukan, adalah menyiapkan
makan/minum dan memasak, dilakukan oleh

95,6% isteri, mencud dan menyeterika baju
(89,2%}, mencurl piring/nerabot dapur (88 4056),

dan membersthkan rumah dikerjakan Gleh a3, 1%
perempuan (ister]). Hal inf menyebabkan banyak

ﬂkaum parempuan mengatamf kesulitan me”nbagi | -
- 'Waki:u, kurang istivahat, kelelahan, tidakoada
-_wakLu untuk mengurs dirf sendiri, kelmrangan- e
:Waktu luemg, teri:ekan dan mengatams gangguan o o

' “hubungan- dengan suaml, anak dan anggotar;-f i
f_'EfeEuarga gamﬂya S e Ty
“‘Beban: ker}a kauﬂ pare mpz.,an ke!a.,_ o

: ;'bawah edemikian beratnya dalam rumah -

' '?fi:an ga, séia in mencari nafkah masih harus
..-‘mengums mmah dan anak. Meskipun demikian -
"..-pekerjaaﬂ rumah tangga sering kurang dxharga;
' kafgna __dzang_gap pakeriaan vang tidak meng-

hasilkan uang. ‘Namun demikian pekerjaan ini
bukan tidak dapat dinilai dengan uang, Semua

pekerjaan rumah tangga jika tidak dikerjakan

oleh isteri, kaluarga akan mengeluarkan uang
urtuk menggaji pembantu rumah tangga.

C. Kondisi Tempat Kerfa

Kaurm perempuan yang tingkat ekonomi-
nya randah dan bekerja di sektor formal sebagai
buryh/karyawan tingkat bawah umumnya
mereka relatif berpendidikan rendah. Mereka
biasanya bekerja sebagai buruh di pabrik,
karyawan bagian administrasi, bagian kebersthan
di supermarket atau di perkantoran. Di tempat-
tempat kerja ini, tervtama di pabrik-pabrik,
mereka tidak selalu bekera di tempat vang
nyaman dan aman, dalam arti berada dalam
tempat kerja yang memenuhi syarat, Ke-
mungkinan mereka bekeria di tempat kerja yang
berbanaya KOi‘idiSl ’cempaﬁ kerja dapat dikaialkan

) ) T
'v R ¢ T _j Tl w U\.stiv:ﬂ:

produksi yang membahayakan kesehatan atau
peda wakiu bekeria dapat terkena peralatan yang
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- berbahaya, bersentuhan dengan bahan k;maa dan';. :
: melakukan gerakangerakan fi S!kyang monoton o
e datam 3angka Waktu tama Kemungkman Iam :
o mereka ticiak mendapatfas:i;ta_ kesehatan, dan__:-; )

dnkatakan buruk antara fam apab.aia ruangan kega'f'

sempnt waktu }({E‘ija pan}ang, pengawasaﬂ teriafu g
ketat; sehmgga kebutuhan untuk: Ke ’kamar kecﬂ'.'

pun dsbatasn Hampir- 30% darl 90 orang: yang
bekeqa di tempat kelja yang berbeda di wriayah
Jakarta bekerja dengan kond;s; tempat tempat
kerja yang buruk dan herbahaya Mereka beker]a
di tempat yang sempit, dengan pengawasan yang
terlaly ketat, dan tidak tersedia obat-obatan P3K
untuk kecelakaan ringan. Selain kcmdzs; tempa’c
kerja yang burik juga sebagian kawawan berada
di tempat kerja yang berpotens membahayakan
Mereka beketrja dengan . bahan kmﬂza meng-
gunaken peralatan berbahaya tanpa petmdung,
dan tempat keija yang penuh polusi udara, p-oius:
suara, atau polusi cahaya.b

- . Keadaan Upah Peierja/burah

Pada umumnya ada ketidakaditan dalam
pengupahan buruh. Banyak pekerja atau buruh
menerima upah yang sangat rendah, sehmgga
tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimurn
pekerja. Di satu sisi pekeija diharuskan untuk
bekerja keras bahkan sering terjadi mereka
dipaksa harus lembur agar target produksi
tercapai fterutama di pabrik-nabrik) Di gisilain

Upah yang dlperofeh seseorang d!harap~:& .

_ "_'kan se’cuciaknya dapat memenuhi kebutuhan mini-
mum hzdupnya Untuk itu dikeiuarkan ai:uran .
~ menyangkut. Upah Mm:mum Reg;bna (UMR),
-Fungs upah minimum, menurut Petunjuk.
Slaksanazn '-Hubungan Industrial Pancasa!a,--_._{‘"
adalah a) sebagat }armg pengaman, 53) un’cuk-’f o
: menmg _._atkan mmf hldup dan mar&:aba‘i: gozangan ;
upah rendah; c) untuk pemerataan pendapatan
dan upaya mewu;udkan keadilan saslat Namun" .

kenyataannya, selama: 25 tahun pmgram
Pambangunan Jangka Panjang, upah minimum
regional (UMR) uniuk seluruh Indonesia masih
belum dapat menyamai kebutuhan fisik minimum
(KFM) pekerja, melainkan selalu dibawah KFM.”
= Tuntutan menghasilkan preduktivitas yang.
tinggl, hanya dapat tercapai apabila kualitas
pekéi'j'ahya terjamin. Kualitas pekerja dapat
terpenuhi ‘apabila penghasntannya dapat men-
cukupl kebutuhan hidup minimum para pekerja.
Kenyataannya penghasilan pekerja untuk
méncuk_upi kebutuhan fisik minimum (KFM) saja
belum bisa, padahal standar Kebutuhan Fisik
Minimun (KFM) masih di bawah standar Kebutuhan
Hidup Minimum pekerja (KHM). Keadaan
pengupahan seperti ini antara lain didorong oleh
adanya suatu promosi upah buruh murah di
kalangan perindustrian. Upah buruh yang rendah
atau murah justru menjadi salah satu promosi
agar para investor terutama investor asing tertarik
menanamkan modalnya di Indonesia,

imbalan upah yang diperoleh mereka tidak bisa
mencukupi kebutuhan hidup yang layak.

Peremplian
Keputusan Gubamur DI No 2444/2005
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s Tenaga.Kega D%(IJakar“ca AE! Zome;r men;elaskan o
" bahwa pah sekioral hanya berlaku pada usaha-

' tartentu yang dxmtal mampu membayar upah_
- peke:ja dl ai:as upah mm:mun provms: yang.

mencakup seluruh pcmsahaan Sesuaa keputusan

provmss DKI pada tahun 2085 sebesar Rp

819 100, Sedangkan upah sektarat ci 'atas ltu y
Ketentuan 1’m manglkate npat ke!smpek mdustﬂ; s

__'yang mencakup
Besaran upah untuk @mp

kelompok satu natk 5 persen_atau Sétara dengan :

Rp 860 055 kelompak dua naik 6 persen etara

dergan R;} 868 246 ketompak L;ga naik'? persen '

setara dengan Rp 876 437 dan ke!ompok empat
naik 8 persen setara dengan Rp 884 668 - R
“Ini berlaku- bagi peker]a yang ‘masa
kerjanya kurang dari setahun. Masa kerja di atas
satu tahun di atur oleh perusahaan sendil. Yang
termasuk kelompok saty di antaranya adalah
perdagangan besar. makanan, minuman dan
tembakau, industri pakaian-jadi dari tekstil,
industri palaian jadi rajutan, Pada kelompok dua
di antaranya perdagangan besar bahan-bahan
konstruksi, dan Bank non devisa Kelompok tiga,
industri farmasi, industri susu, dan lndustri ataul

distributor piame.slot cadana ookl

sepeda motor. Sedangkan ﬁelampok @mpat dl.

antaranya bank devisa, mciuszrf/dieributor

tama/ Se ice dan maintenance aiat.herasf:;- atau.

ﬁtmggl, ka%ena hal xm tetap membuat pekema R
semakin. tidak mampu memenuhi Kebutuhan
Hidup Mm:mumnya Kenyataannya sebelum =
adanya penetapan kenazkan upah bary, sudah S
didahului oleh kenalkan harga-harga kebutuhan
'pakok dan Iam—!amnya, sehingga kenaikan upah'3 s

;;ekena terutama kelas bawah pada umumnya =

| _ jmengad" "dak bermakna uniuk pemngkatan i:araf -

_ !au diishat keadaan pengupahan dari e

' f-:'tahun ke tahun, kenyaiaannya masih tetap sama
'daiam arti upah rata-rata kaum peker}a (n:elas o
_ bawah) ada!ah rendah dan tidak dag:sat mencukupr L

kebutuhan hidup minimumnaya, Namun keauaan
ini lebih parah lagi pada pekerja perempuan,
Rata-rata. upah pekerja perempuan dapat
d;katakan selalu lebih kecil dibandingkan upah
pekerja laki-laki. Di Jakaria, pada bulan Februari
tahun.zoﬁs, gaji/upah yang diterima pekerja
laki-laki rata-rata Rp. 827.101,-, sedangkan gajy/
upah yang diterima pekerja perempuan di DKI
Jakarta: rata-rata Rp. 612.131,-. Berarti gaji
pekeria 'p'érempuan di bawah standar UMP?
Pola yang'sama juga terjadi di daerah-daerah
lain, baik di daerah perkotaan maupun padesaan
di -Indohes}a. Hal ini adalah akibat adanya

nagkah dan perempuan {istar) bukan pencaﬂ
nafkah Penghasﬂan kerja perempuan dianggap
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: '-_-Iak ak: dala:__.karena al ar“z kebaja.(aﬂ s ;ﬁ.ah b

i {-h_a_nya';'tambahan penghasﬂan suamz, sehlngga-__-':_"' g p@nambah atau, pelengkap kebutuhaﬂ keluarga,:f--':'- '.

- pekerja perempuan bisa diberi upah!ehlh rendah' .- tetapi sebagai pencari nafkah utama, Namun
* daripada upah pekerja laki-laki. - e

o “demiktan daiam !«:ebuakan kebajakan pekerja'z o
endahnya upah pekeﬂa/buruh__perempu-_- o perempuan i:atap ciaanggap pencan" fkah
i 'tambahan : S

iﬁsskﬁmmaSi upah a s dasar peran

' tun]angan keluarga’ dan-tunjangan kesehatan "mias nilai gemier ini umumnya banyak. terjadi.
d:dasarkan pada asumsi bahwa pekena !akrlaki i "pada pekerja perempuan di sekior mdustn dan e
adalah kepaia keluarga, sehingga tunjangan .'perkebunan milik Pemerintah.” Stereotip pe-'j'_
diberikan’ juga kepada isteri dan‘anaknya. rempuan yang lemah, penur, loyal d:gunakanf.'i
Seciangkan pekerja perempuan daanggap_'- o Sadan Koordmas: Penanaman Modal (B!{PM):-_
.berstatus !aJang, waiaupun raki:anya mereka':'_ o untuk menarlk investor masuk ke Indonesaa o
_berstatus menlkah dan mempunyal ke!uaiga_ e -Daiam ikian yang dikeluarkan oleh BKPM daiam :
Dengan demllﬂantsdakmendapattun}angaﬂ yang o '.Intes'nat:enal Herald Tribune dzpromos;kan >
sama’ dengan yang dxdapat peketja Eakhia&s E 'fsebagal berikui: "jumlah tenaga kerja- :
Prinsip yang sama juga dspaka: dalam PP Nomor- perempuan banyak, tidak terorganisasi secara_' B
37 Tahun 1967 tentang sistem pengu_paha_n di. pohtas ‘mudah diatur dan tidak memper-
Perusahaan negara, Peraturan Menteri Per- masalahkan hak-hak mereka", Fakior-faktor
tambangan Nomor 2/P/M/1971, Peraturan mtlah yang menjadi alasan para pengusaha untuk
Menteri Pertanian Nomor K 440/01/2/1984 dan lebin banyak merekrut buruh perempuan.t
Nomor 01/GKKU/3/1978 serta SE Menaker Nomor “Undang-Undang Ketenagakerjaan me-
4/1988, khususnya mengenai tunjangan ke- nyatakan bahwa pengusaha dilarang me!akukan_
sehatan.'® Dalam surat Edaran Menteri Tenaga diskriminasi atas dasar apapun untuk pekerjaan
Kerja.Nomor 7 tahun 1990 tentang pengeloin- yang sama nilainya. Namun kenyataannya upah
pokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-upah y_a_hg d_i’s_eri_ma pekerja perempuan saringkali lebih
misalnya, juga dikatakan bahwa tunjangan tetap rendah dari upah pekerja laki-laki. Hal ini selain
diberikan kepada isteri dan anak. Sedangkan karena bui’uh perempuan yang menikah ti_dak
kepada buruh perempuan tidak diberikan. Hal mendapat tunjangan keluarga karena disamakan
ini berarti buruh perempuan dianggap lajang dengan mereka yang lajang, juga upah buruh
meskipun dalam kenyaiaannya ia telah menikah perempuan kemungkinan dapat berkurang
dan menanggung ekonomi keluarga. Banyak karena: cuii haid, cuti menikah, cuti melahirkan,

pekerja perempuan ( terutama peker}a kelas dan $ebagamya Padahal Pasal 11 Konvensi PBB

SNGNOPUsaTT acgma ut:m.ua\ umma

karena kebuiuhan ekommt keiuarga sehmgga minasi "i“emadap Perampuan mengakui adanya
kegiatan mereka sebenarnya bukan lagi sehagai hak cuti hamil, cuti melahirkan unfuk pekeria
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perempuan dan tetap mendapatkan upah Hai

- ink tsdak dapaL dltafswkan sebagaz suatu_::
-_dxskﬁmmass tﬂtap: sebuah kaad;!an yang sesuai

- kodra _meraka sebagau perempuan Kadra‘cyang :

e menyangku’t hak hak perempuan da am kattannya L

3'dem|k;an t;dak semua perusahaan menyadan hai :

mi, sehmgga iaanyak perusahaan hanya mau
meﬂenma buruh perempuan vang belum
memkah sementara syarat ity tidak dlkenakan
pada buruh laki-laki.

S §=, -i{eseﬂamatan Keria

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
PER 05/ MEN/1996 tentang Manajemen Kese-
lamatan .Dan Kesehatan Kerja, Pasal 3 me-
nyatakan bahwa setiap perusahaan yang
mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 or-
ang atau lebih dan atau mengandung potensi
bahaya yang ditimbulkan oleh karalderistik proses
bahan produksi yang dapat mengakibatkan
kecelakaan kerja, pencemaran dan penyakit
akibat--keija, wajib menerapkan. Sistem Mana-
Jemen Keselamatan dan Kesehatan Ker]a (K3).
Ttguan maupun sasaran peraturan mengenal
keselamatan kerja adalah untuk mencegah
kecelakaan akibat ketja. Undanngndan'g Nomor
1 tahun 1570 tentang keselamatan kerja vang
bertujuan mencegah kecelakaan akibat bekerja,
mengatur kewajiban-kewajiban pengusaha
maupun tenaga kerja. Pengusaha mempunyai
kewajiban memeriksakan kesehatan tenaga

femmpdo,
EXy

Emdungan kerja kepada pekenanya memasang-"? o
gambar~gambar berkaitan dengan kesetamatan e

'ker;;a, dan mengadakan penyuiuhan-penyuluh

: ten‘cang keselamatan keria. Sedaﬂgkan para';. -

' juga mempunyai kewajiban berhati-hati
_ _eia!{ukan pekarjaan, mentaatl semua;'i-ff':_"__ :
patun}uk keseiamai:an kerja dan diwajlbkan untuk

mengenakan alat-alat perlindungan ker_}a yang B
dlsediakan s

Undang Undang Nomor 1 tahun 1970'
tentang Keselamatan Kerja, menyatakan _
barangszapa ‘yang memasuki tempat kerja
diwajibkan- mentaati semua petunjuk ke-
selamatan’ kerja dan memahami alat-alat’
perlindungan diri yang diwajibkan. Pengurus
diwajibkan: (a) secara tertulis menempelkan di- '
ternpat kerja vang dipimpinnya, semua syarat
kerja yang diwajibkan, sehefai undang-undang
ini dan semua peraturan pelaksanaan yang
berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan;
pada tempat vang mudah dilihat dan terbaca dan
menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahh
kesetamatan kerja. '

~Peraturan keselamatan kerja juga bei-
tu;uan memben kompensasi terhadap kecelakaan
yang sudah terjadi pada pekerjanya. Undang-
Undang No. 33 tahun 1947 tentang kecelakaan,
menjamin ganti rugi terhadap pekerja yang
mendapat kecelakaan dalam pekerjaan maupun
pada waktu berangkat atau pulang dari tempat
kerja, termasuk penyakit akibat menjalankan
pekeriaan,

sanye-seeara-berkalawaib-memberitahian
xepada tenaga kerja mengenai tempat Kkerja vang
berbahaya, wajib memberikan alat-alat per-

Unitk ieinantad pelalksanzan kewajiban-
kewajiban tersebut ada Organisasi-organisasi
Keselamatan Kerja, yaitu organisasi pemerintah

a8
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- cil tmgkat pusat dan daerah (Durekterat Jeﬂderal -
Per!mdungan dan Perawatan Tenaga Kesga) dan
N orgamsasu d; perusahaan Orgamsasz dl '

: perusahaan adalah’ Panitia Pembma K@selamatan S

-dan‘Kes : hatan Kerja (szs) Tugas PZKS lni.:' o Sl
r ;;:mengeiela dai:a':-"
E '-tentang keselamatan dan kesehatan kerja, (2)7' '
-membantu menjeiaskan kepada setlap tenaga:'-'
kena mengenai faktornfaktor yang. berbahaya di_'-.

R adatah (i)ﬂmengh;mpun da

tempat keqa yang dapat memmbulkan gangguan
keselamatan dan kesehatan kerja, alat pehndung
diri bagi tenaga kerja, dan cara maupun sikap
yang: benar.dan.aman dalam melaksanakan
pe_ker_;aan, --(3) membantu _pengus_aha.a_tau
pengurus dalam mengevaluasi cara kerja,
lingkungan kerja, penyebhab timbulnya ke-
celakaan, penyakit akibat kerja, memeriksa
kelengkapan peralatan kerja, dil.

" Penelitian Sri Subiandini, membuktikan
bahwa banyak perusahaan di Jakarta yang
seharusnya- menerapkan program K3, ke-
nyataannya belum menerapkan. Keadaan ini juga
ditemukan dalam penelitian Henny Wiludieng
et.al (2005). Dalam penelitian ini ditemukan
bahwa sebagian besar (72,7%) dari 33 tenaga
kerja perempuan di DKI Jakarta yang masing-
masing bekerja di perusahaan-perusahaan besar
yang berbeda (dengan jumlah 100 pekerja atau
lebih), menyatakan bahwa perusahaan tempat-
nya bekerja tidak ada program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerjanya. Dengan
demikian kenyataannya imasih banvak per-
usahaan vana fidal melakeanakan naraturan k3

kerja‘ yéngiti_dak_ménj_amin kesé_lar_nataﬁrkerja._ o

: *._..-ﬁ ."Eammansﬁsnam‘enaga siema |
__{Eamsustak) Bty oo '
Tempat ker_;a yang memanuhl syarat

o saiam menjamm keseiamatan para peker;aaya S
- Juga membenkan Jamtnan sosuai Program

Jamsostek merupakan penghargaan kepacia
tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga .
dan’ plklrannya kepada perusahaan tempatnya
bekerja. Program: ]amsostek memberikan:
jaminan terhadap pemeliharaan’ kesehatan,
kecelakaan_ kerja, jaminan hari tua, dan jaminan
kematian. - Setiap perusahaan diwajibkan
meng:kutkan pekerjanya dalam program
gamsostek - o

Kenyat_aannya belum semua perusahaan
mengikutser_takan karyawannya dalam jam-
sostek. Penelitian Henny Wiludjeng et.al (2002)
pada 90 tenaga kerja perempuan di lima wilayah
Jakarta, menunjukkan ada 43% dari 80 pekerja
perempuan di sekior formal menyatakan bahwa
perusahaan témpatnya bekerja, tidak mengikut-
kan karyawannya dalam program Jamsostek.
Padahal peraturan menentukan bahwa per-
usahaan harus mengikutsertakan program
jamsostek seluruh pekejanya, termasuk pekerja
kontrak dan pekerja harian.

FEEN

A, Kesimpulan
Mencermatl pembahasan di atas, terEihat

Hal ini mengakibatkan banyak pekeria vang
mayoritas adalah perempuan, bekerja di termpat

perempuan k@fas bawah daiam ﬂat ini pekeria di
Jakarta mengalami kefidak adilan. Konvensi PBB
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;mengeaa; Penghapusan S@ga!a Bentuk Daskn- '

minasi Terhadap Perempuan maupun Undang»
.- Undang RI Nomor 13 Tahun. 2003 tentang
o _Ketenagakenaan menyatakan, bahwa tidak i:»o[eh
' '-jada deskﬁmmas: aﬂtara pekelja Eaki iakz dan

. perempuan; daiam art] upah harus sama- pada
: '-pekerjaan yang sama, jaminan kese;ahteraan”-_
sosml yang sama.: Namun keﬂyataannya, pekena:j
perempuan kelas bawah di sekf:or forma!s:

mengatamz disknmmasx upah Rata rata upah

pekena perempuan Iebsh kecil dzbandmgkan rai:a~ :

rata; upah pekerja iaki faki.:

-~ “Selain ftu kendlsl tempat kerja mereka

tidak memadat,- ‘Tempat keria tidak memada;
dalam arti mereka bekerja di tempat keiga.yang
berbahaya, yaitu di tempat kerja ada ‘bahan
produksi yang membahavakan kesehaian atau
pada wakiu bekerja dapat terkena peralatan yang
berbahaya dan bersentuhan dengan bahan kimia,
Selain itu tempat kerja mereka juga kondisinya
buruk, - : -

-Banyak pekerja dari berbagai perusahaan
di Jakarta tidak diikutkan dalam program
jamsostek, sehingga mereka tidak akan men-
dapatkan jaminan pemeliharaan: kesehatan,
kecelakaan kerja, jaminan hari'tua, dan jaminan
kematian, Selain itu banyak juga perusahaan
tempat mereka bekerja tidak mengikuti sistermn
Kesehatan dan Keselamatan Kerja,

Kondlsa tempat kerja mereka diluar rumah

banyakyang mempnhatznkan, tambahan Iagl bag:-‘-.-'- .
fkaum pekerja] perempuan kelas bawah dlbebam

:pekerjaan rumah. tangga meiayam suami dan T
-merawat anzk.’ Hal ini mengakibatkan beban':_f"_ L
kena miereka berlebihan danjam kerja menjadi
sangat panjang. Mereka mengalami kesulitan ©

membag wakiu, kurang istirahat, kelelahan, i]dak_ -
ada waktu untuk mengums diri: sendm, dan_i_ :
meraca tertekan '

E saran S
Meiuhat kondisi pekerja perempuan sepertl
dlura;kan di atas, penulis mengemukakan saran -
sebaga: berikut:- &
1. Dengan adanya ketidak adilan upah bagi
pekeria perempuan, agar menjadi per-
hatian pihak-pihak vang terkait misalnya
pihak Depnaker dan Convention Watch
supaya memantau, menghimbau, menegur
sampail . memberi sanksi kepada para
pengusaha yang melakukan diskriminasi
pengupahan terhadap pekerja perempuan;
2. Pihal-pihak yang terkait diharapkan rutin
- memantau kondisi tempat-tempat kerja
industii supaya pekerja bekerja dalam
kondisi tempat kerja vang baik dan tidak
membahayakan kesehatan. &
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